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DanaHibir Buleleng

NaikRp ,3 Miliar
DI Buleleng, dana hibah 2016 nai[ tf ,r

33,3 miliar atau naik 94,1 persen. Inilla{ -

taran pada 2015 sebesar Rp 3q,4 milirl ;
dan untuk2016 dirancang Rp 6f,7 ntili{,:

Sedangkan pada perubahan pihaknya
hanya rnpmprogramkan hibah untuk
pilk;(la. f€krii, sebesar Rp 2,5 miliar trn-
tuk Polres dan Rp 500 juta untuk Kodim.

Sedangkan Ketua DPRp Bangli Nga;
kan Kuia Parwatl meqgatakad,jika
pencairan dana hibah yang l(rirang
maksimal ini membuat kecbwa Para
anggota Dewan. Di Bangli, besaran dana
hibah yang diajukan mencaPai RP 35

miliar, hanya saja dana lersebut tidak
semuanya cair. Hanya ada Rp l5 miliar
saja yang sudah cair dari APBD induk:

Kepala Badan Perencanaan dan Pemba-

ngunan Daerah (Bappeda) Karangasem I
Kenrt Sedana Merta mengatakan, soal hi-
bah sempat menjadi perg{mjingan antara
eksekutif dengan legislatif' Pergunjingan
itu tedadi, diduga karena anggota DPRD
sudah telanju berjanji kepada masyarakat.

Di Gianyar, hingga awal November ini,
dari total dana hibah yang difasilitasi
DPRD Gianyat baru sekitar 65 persen

dari total dana hibah lewat dewan yang

berhasil dicairkan penerima. Sis3nya
pun terancam tidak dapat dicairkan.
"Tahun, ini memang persentasenya
rendah. Dari total Rp 34 miliar hibah
yang difasilitasi Dewan, fnasing- masing
Rp 22 miliar di (APBD) i4rduk dan Rp I2
miliar di (APBD) perubaftran, baru seki-
tar 65 persen yang sud4h cair. Sisanya
masih belum jelas. Bahkan utntuk yang
di perubahan sama seltali belum,ada
yang cair," ucap Ketua DPRI) Gianyar,
WuVu" Tagel Winarta bqlum lama ini.

Untuk Jembrana, dana hlbah Yang
masuk di APBD Jembrana g{mPai saat
ini sudah tersalur. Dana hitah itu tidak
terfokus di satu SKPD tethpi tersebar di
masing-masing SKPD dan tidak ada yang
dibawa oleh anggota DPRD Jembrana'
"sampal saat ini anggota DPRD terrnasuk
saya tidak memiliki da{ra hibah untuk
disalukan ke masyarakat. Padahal hibah
itu sangat pentingl ujar ketua DPRD
lembrana l Ketut Sugiasa. (eps/tra/ras/
zullwan/wtd/nom/dio)

ma dand hibah. "Sebagian besar mema{ g

muaranya akhirnya ke desa pakramaf r.

Misalnya untuk subak, untuk sekdri'
gong, untuk sekaa-sekaa yang melakfr-
kan kegiatan berkesenian, truna-tru\i

ma kompak menunggu aturan hukrrfrr
yang mengizinkan lembaga adat mene{ i-

Kalau ke kelompok masyarakat sepeIti
nelayan itu, tidak terlalu besari'unSkrf l
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriitnf ,.

Masih terkait hibah, wakll rakl'[Lt
Klungkung Sang NYoman Putra Va[a
meminta Bupati Klungkung,NYom{n
Suwirta berani mencairkan d4na hibf h
yang sudah dipasang tersebut. Katan{1,
Dewan lXungkung sudah berkoordinrf si

depgan Departemen Dalam-Negeri (t.l r-

pdagri) pasca keluarnl'a UU 23/ z}tlt.
Menurut Putra Yasa, hibah tefap dalf tt

Pemerintah dan rvakil rakYat, sama-s

selumh anggota Dewan Thbanan tidak adL L

yang ngotot mendesak dana hibah cair
Menurutnya, dalam pidalo pengant4'

yang disampaikan pihak eksekutif, diketrf
hui ada dana hibah sebesar Rp 3 milirf '

yang akan digelontorkan dan mengaraf r

untuk elemen-elemen yang berbadaf r

hukum nasional seperti fONt aan pfr4I.

dicairkan sepanjang sudah tercanturlr
dal a m Kebijakan Umum Anggaran (f1{ t

dan Prioritas Penggunaan Ang$aran S{
mentara (PPAS). Hal ini diakuinya, sudaf r

disampaikan kepada Ekekutif. : 
il

Sekkab Klungkung Putu Gede Winastrf r

mengakui masih menunggu Ppraturalr
Gubernur (Pergub) dari Guberhur Balf .

tl

t
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Kalangan DPRD tsadung kebakaran jenggot begitq Eksekutif rn,
kesal, rvakilrblcyat Badung itu juga menanggung nralu'besar pa 

$ rJl
pada komJiJuennya. Denganyakin tnereka rnengatakanpadfi kt- .[.-

mau menanggung risiko. Pemep i
lebih memilih mematuhi surat thd
(SE) Mendagri; dana hibah bisa,,l
ikan kepada lembaga berbadan
Ti* pelak, kalangan Dewa4 kelirn
karena sering didatangi
yarakat. "Saya terus ditagih. Saya
gap memakan hibah. Mau dita
mana muka kami anggotd
kata anggota Komisi fV DPRD B
Nyoman Sentana, Iumat lalu (r

Sentana pantas guildaq
tisi Gerindra ini sudah satu ta{ru
garan gigit jari. PadaAPBD pelu
2015 dana hibah yang did ajullar
cair. Pun dengan APBD|indtrk
Dana hibahnya juga di
tana mengaku frustasi mengh
polemik dana hibah. "Saya
itasi 40 proposal. Semuarrya
yang cair. Saya siap dikerapgken
memang tidak tepat sasaran. Say|lr
Dewan lain sudah kehilangan mpl
masyarakati' ucapnya j engkel.

Sentana menuduh polemik rl
hibah disengaja Eksekutif. Jika p,em
intahserius, tidak ada masalah d$np
pencairan dana hibah. SE Men[la

TUDING
EKSEKUTIF

JANJI
:tutuskan tidak bisarmencairlian dana lribah. Tidak hanva seu'ot karena
a, selama ini mere( sudah telanjr-u nrenjanjiL;ur pencairan dana hibah
rstituen, proposal b4ntuan hibah akan segera cair. Akankah segera cair?

nji yang dijddikan dalih tldak bisa men-
tak cairkan dana, Eksekutif disebut tidak
ah mempunyai kekuatan tetap. Nlenurut

Sentaqa,, SE bukan updang-undang
atau pqraturan pemerir.rtah (PP) yang
bersifat mengikat. Dia pun menuding
pemerintah sengaja mgnciptakan keg-
aduhan politik melalui hibah.

C- Disinggpng hibah tida\ cair garena bisa
di dijadikftflatkampanyepilkada,Sentana
?i mengakutaksepakat.PriaasalBlahkiuh,
ng Abiansemal, ini, menyebuthibah sudah

jelas penerimanya. Pemanfaatan dana
l- hibah jugasudah jelas. Dgwan, lanjutdia,

hanya memfasilitasi. Sepnentara suwei
lokasi, penerima, proses 4dministrasi.dan
laporan pertanggungjavrlaban langsung
ditangani Eksekutif. "$udah lah Ek-
sekutif jangan memanping keributan
di Badung. Hibah ini spdah diserujui
dalam APBD dan suda$ dikbtuk palu.
Tapi sengaja tidak dicairkan. Eksekutif
cuci tangan. Kau yang bgrjanjf kau yang
mengingkarii' sindirnya.

Iumlah dana hibah yang difasilitasi
_ Dewan di Badung sangat besar. Bisa

menjadi terbesar dibandingkan anggota
Dewan di kabupaten/kota lain di Bali.
Dana hibah Badung diakrkasikan sekitar
Rp 150 miliar. Menurut Sentana, pada

c-
n

6.
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Plncairan Dana Hibah:
1, Menyampaikan sufat permohonal
Gubernur Bali Cq. Kuasa Pengguna

pencairan.dala bantuan Ilibah kepada
I Dana Banluan Sosial dan Hibah

Pamerintah Pfovinsi Bali yaog ketua danj6ekretaris dengan rtjelampirkan;
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Incana Kegiatan yang disesuaikaq dengan 

.

jadwal kegiatanbantuan hibah yang akan diterima
b. Naskah P€rjaniian Hibah Daerah (

c. Pakta Integritas. i

d, Surat Pernyataan Tanggungjawab fr 'r,

ahara yang inilsih berlaku. l-

masih aKif 6an dilegalisir oleh plhak bank.

e. Foto copy KTP ketua, sekretaris,
f. Fotocopy buku rekening tabungan/1j.,:
g. Meterar Rp 6.000 sebanyak 6
h, Menanda tangani kuitansi yang lel ! r (
i. Menyampaikan proposal permohorl rn;

2. Persyaratan dirnaksud masi
kepada Gubernur Bali melalui Kuasa l,erlgguna Anggaran Hibah dan
dengan tembusan Kepala Bifo So$ial ;ieiretariat Provinsi Bali.

I

APBD Perubahan 2015 lalu, satu menilai mduhan yang dialamatkan kepa-
da Ekekgfftidak benar. IVlenurut Gung
Raka, peherintah sudal berusaha mak-

anggota Dewan dijatah Rp 750
Sedangkan pada APBD induk
orang anggota Dewan digelontor
miliar. "Hibah ini kan untUk pet

15 simal agf,r permasalahaq hibdh selesai
h- tanpa meninggalkan masalah. "Intinya
a, kami selalu bersinergi dengan dewan
Jt dalam menialankan roda pemerintahan.

gunan fisik Unnrk memperbaiki
bale kulladdan sebagainya. Kalau
dikorupsi, bisa p+mua rakyat Apayangmenjadi misi danvisi Eksekutif

juga adanya dukungan Dewan. Kalau
tidak maka tidak dijalani' \ata Gung Raka
normatif- (maulana sandijaya/djo)

dipenjara," bebemya.
Semqntara itu, juru bicara Per

Badung, AA Raka Yuda alias Gung

Edisi

Fl;r L
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23/2014, anggota
risiko terkait

ini mon-ren pilkada, tet
"Kami hanya ingir-r se

hukun.r yang berlaku,"

meneroQos kalau
Sementara itu, I

Putra, juga enggan [nel
but. "Silakan kalaqme
berbeda mengenai un

ike
rl.renoagrr
ada aturan turunan dari UU
Denpasar ti{ak mau ambil

penerima hibah harus
r akte notaris. Makanya,

I01,3 mili+r tersebut kini

a beberapa: kali mendapat
rwa dana hibah boleh diber-
mpok yang sudah terdaftarmpok yang sudah terdaftar
dan Politik ({esbangpol).
Kesbangpol bisa menerima

elas. Kami juf,q tidak berani
terang kader $4kar ini.
temokrat AA {qfruta Ngurah
anjuti masalf ltl hibah terse-

Iain ya irkan
ndang
alnya.

rihak
juga J

karena
asnya. "I

Jelas
lebih
/dio)

GedeMahen-
4gnmengam-
;$rai penerima

padakepen ;anpolitikter-
)ang menga ena dalam

berkepent-
rintah Kota

keBadan
memeriksa

konsultasin.
BPK (Badan

Edisi

l-lal.

: ftiranlct,8 rbvcaLf aof

momen pilkadayan$

membaca tentang aturar
Terkait adanya d g gaar,r

ikan kepada organiqasi a

dalam Badan Kesatuan
"Apa culcrp hanya tehdaft ar

saja, kami tentu belum s

Susruta menginginkan,
ingan tefhadap danp hi
Denpasaruntuksegpra
Pemeriksa Keuangan
BPKyaqglebih tahf a
va ke KementerianlDi

[tad nn ffi,milil
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h dari Kdpenti ngat|t P4litik

nyaluran dana hibah Ean
seperti diatur dalam Uridarlg-
mbuat sejumlah wakil rakyat

itagih warga yang mengajukan
utnya dana itu meman5iharus
pentingan politik.
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meminta pihak yang diuntungkan
dengan lolosnya anggaran terse-
but, unhrk turut membantu sulaes
pas€rnga.n calon (paslon) _v*rg di-rngan calon lpastonJ _yang di-

gadang parpol tersebpt dalam

r pilka-dg serentak Padahal,
sudah sewajamyp anggo-
ta Dewan terlibat dalam
pengajuan anggaran
lewatAPBD sr

) Baca 12 Ribu.l, Hal 3t

. Dewan Tuding
Eksekutif Ingkar lanji

Baca di Halaman 22

Ieai'i MtBu,ts,tu@L<rz

Mengawaf Sanf

Perubahan
bantuan sosial (ban
Undang (UU) 23/20r
di Baligalau. Dalihn
proposal. Padahal,

BEBERAPA anggota D
BaIi, kabupten/ kotaj
mereka ngotot agar dana
cair itu jauh dari kepent
politik IGrususnya menjeli
pemilihan kepala daerah
(pilkada) serentak, De-
sember mendatang.

Den'an boleh saja de-
mikian.Namun,fakan-
ya, ada salah satu Fralsi
yang mengklaim telah
sukses memperjuangan
lolosnya anggaran pada
ggaran Pendapatan dan
Daerah (APBD) Ujung-uj
kader partai polirik (puryo

3. Akibat penyerapan
kurang bagus juga
berdampak terhadap
perkembangan kehiclupan
perekonomian masyarakat

l-la L Ll_
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secara bersama terkait perso-

semua
untuk
kan

der.
Lebih

'T,rf( 11r,,

-sama melaku-
. dengan men-

perubahan regulasi Pencairan
dana'hibah dan bansos Yang
mengharuskan bagi
hibah dan bansos

hukum, berdamPak Pada ti
sanderanya sekitar 12.000 Pt
posal milik masYarakat se-

dengan nilai mencaPai RP

miliar lebih.
Menyikapi hal itu, Se

is Komisi III DPRD Provins
Bali, Wayan Disel Astawa saa

dikonfirmasi beberaPa waktr

buku, maka pihaknya bukan
hanya khawatir. jika dengan
masih tersandranya dana
hibah dan bansos berdampak

pada pelaporan di akhir tahun'
oleh masing-masing satuan
kerja, melainkan iika hingga
November dari hasil verifikasi
Peraturan Gubernur (Pergub)
yang sebelumnYa diaiukan ke
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagii) di Iakarta tidak
ada keielaslan, maka hal ini
iuga akan berdamPak Pada
rendahnYa seraPan anggaran
dan membengkaknYa sisa
lebih anggaran (SilPa) Parta
angsaran Induk 2016' "ladi
ini"bukan Persoalan kePent-
ingan kami. Namun ini Yang
hampir sebagian masYarakat
pertanyakan saat kami [ang-

lalu mendesak kePada selurul
.kepala daerah dari mulai gu

beinur Bali, buPati/wali
se-Bali, pihak KePolisian D

ah Bali, Keiaksaan Tinggi,
Badan Pemeriksa Keu
(BPK) Perwakilan Bali untu
i"guiu mengambil langka
cepat guna mencarlKan

Edisi
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SilpaAn anlnduk
201 6Bisa embengkak

:31

r 12 RllU...". i

Sambuni1an darihal2l

Di satu sisi, bukan hanYa

I
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gota Dewan, Red) melakukan
reses. Banyak dari masyarakat
seperti kelompok banjaa PKK,
desa ditras, maupun desa adat
yang mempertanyakan mas-
alah ini. Tentu sebagai wakil
rakyat, kami berkewajiban
untuk memperjuangkannya,"
terangnya.

Senada dengan Disel, Ket-
ua Pansus APBD Bali 20f6,
Ketut Kariyasa Adnyana, juga
menambahkan, bahwa an-
caman kecilnya serapan Silpa
itu karena baik masyarakat,
Legislatrf, dan Eksekutif di Bali
akan sangat berhati-hati. "Ka-
lau tidak ada payung hukum
yang mengatur, tentu akan ter-
jadi banyak Silpa pada APBD
induk 2016i' ujarnya.
Lebih lanjut, menurut

Karias4 dari kondisi di Bali,

Selain
leng ini
jika terje
dampak
dan bar
kan. "Da
penyera
bagus. D

kecuali yayasan, sangat se-
dikit sekali kelompok mas-

liltl

memiliki badan
lentara di sisi

atauoun desa
rm berbadan
yang disyarat-

iloi
kendala

dana hibah
s o si al,"

asal Bule-
menambalikan,
nyakSilpa, lhaka
lalahdanahibhh

bisa dibilr-
inimenunjukkan
rnggaran kurang merugi$an Se-

lama
jelas

verifikasi yang
ra bisa diper-

lan, maka
bagi pusat

kata Kariasa, untuk bah-
wa selurlrh dan hibah

melarn:bat.
bansos

1il|

Edisi

l-la l.
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Pempr

adanya regulasi {aru
rus berbadan huhrm
di lingkungan DI,RD
"ngambul" dengan
Induk 2016, ru-u,,

lalu langsung nleft
Parapimpinan ini

cairan bisa segera dilaksair
desakan dew-an Bali soat dJ

bab tersandranya rj buan
jukan rnasyarakat Bali. D

persoalpn.pencair4n
terang. Terbaru, dai-i

lu

Tegas
ger4 cair

rmlah pimpingn
nkomisi, badan

'waKilan Fraksi beberapa waktu
rur Bali Made Mangku pastika.
memastikan soal hasil verifikasi

dikirim ke G-

Reaksi Ekseth{ifitui .uut"i oa.,
nnran hibah dan dana bansod?
raparan di kantor Badan pe_
rvinsi Bali, Gubernur secara

persoala payung hukudr
4 adalah sebagai penyti_

rl pengaju.an hibah yang dia_
n, seJak adarlya UU tersebul,
melakukan derbagai upay4.
ia otcatrkan.
yang dildklikan, akhirnvL
d31t 

?-:.ftt+ula_i ada titif
Pastift{dan Sekretarih
rn bdfrtl'a, terkait hasil
rjukah ke Mendaeri Ri
;u la$ dana hibafidarl

papar Gubemgr. (praldjo)

cairan dpna hibah, akidat
rjibkan prip4erima hibah tla-
sejumlal{ flimpinan D"*Ln
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Diselewe
MOMEN politik atad pilkada

memang sangat rentan untuk
nakan cara-cara yang tidak berrar unt
mengeruk uang negara.

diberikan hibah, Dewan

ikan saja, sementara atu
Ujung-ujungnya menja
kemudian hari, kan ini van
gnya, saat dihubungi,

Subanda juga meng

pirsemuadaerdhbukan
dan Bali secara keselun

dana hibah iii juga iarngr
kasus hukum. Sebab kr
membela salah satu calon.
hibah digundkan unruk kar
tik-praktik seperti ini sering

Edisi

Fla l.

nggar.
uan di
j'teran-
6/11)

'an

akan
aren\i
dana

"Prak

diberikan ke siapa, terus asal luar Bali juga," tera
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